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BUPATI PATI 

PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI 

    NOMOR 12 TAHUN 2019 

      TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI  

NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG ALOKASI DANA DESA 

       DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

                                          BUPATI PATI, 

Menimbang  : a.  bahwa untuk meningkatkan kinerja dan kualitas 

pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa perlu 

memperhatikan kesejahteraan kepala Desa, sekretaris 

Desa dan perangkat Desa lainnya melalui penyesuaian 

penghasilan tetap kepala Desa, sekretaris Desa, dan 

perangkat Desa Lainnya; 

b.  bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah 

Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten 

Pati Nomor 9 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa 

perlu disesuaikan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2014 tentang 

Alokasi Dana Desa; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang... 

SALINAN 
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2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6398); 

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014        

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5495); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 

6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 

7. Peraturan... 
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7. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2014 

tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah 

Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor 9); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2015 

tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah 

Kabupaten Pati Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 85); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 

tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran 

Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98); 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI 

dan 

BUPATI PATI 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 9 TAHUN 

2014 TENTANG ALOKASI DANA DESA. 

Pasal  I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pati 

Nomor 9 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran 

Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor 9) diubah 

sebagai berikut :  

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2 diubah dan angka 7 dihapus,  

sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :  

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Pati. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah Otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Pati. 

4. Desa... 



- 4 - 
 

4. Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang 

memiliki batas wilayah yang berwenang untuk 

mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, 

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 

prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak 

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem 

Pemerintahan Negara Republik Indonesia. 

5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 

dalam sistem pemerintahan Negara Republik 

Indonesia. 

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu 

Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Desa. 

7. Dihapus. 

8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang 

mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk 

menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan 

melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah 

Daerah;  

9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran 

pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi 

Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Dan 

Belanja Daerah kabupaten/kota digunakan untuk 

membiayai penyelenggaraan pemerintahan, 

pelaksanaan pembangunan, pembinaan 

kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.  

10. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD 

adalah Dana perimbangan yang diterima 

kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurang 

dana alokasi khusus. 

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana 

keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan 

Perda.  

 

12. Anggaran... 
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12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya 

disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan 

pemerintahan desa. 

13. Hari adalah hari kerja yang berlaku di Kabupaten 

Pati. 

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi 

sebagai berikut :  

Pasal 3 

(1) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 ayat (1) mempertimbangkan : 

a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa, 

Sekretaris Desa dan Perangkat Desa; dan 

b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, 

luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis 

Desa. 

(2) Dihapus. 

(3) Dihapus. 

(4) Dihapus. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara 

pengalokasian ADD diatur dalam Peraturan Bupati. 

3. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 2 (dua) pasal, 

yakni Pasal 3A dan Pasal 3B yang berbunyi sebagai 

berikut : 

Pasal 3A 

(1) Penghasilan tetap kepala Desa, sekretaris Desa dan 

perangkat Desa lainnya dianggarkan dalam APB Desa 

yang bersumber dari ADD. 

(2) Besaran penghasilan tetap sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut : 

a. besaran penghasilan tetap kepala Desa paling 

sedikit Rp2.426.640,00 (dua juta empat ratus dua 

puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) 

setara 120% (seratus dua puluh per seratus) dari 

gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan II/a;  

b. besaran... 
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b. besaran penghasilan tetap sekretaris Desa paling 

sedikit Rp2.224.420,00 (dua juta dua ratus dua 

puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) 

setara 110% (seratus sepuluh per seratus) dari 

gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan II/a; dan 

c. besaran penghasilan tetap perangkat Desa 

lainnya paling sedikit Rp2.022.200,00 (dua juta 

dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) setara 

100% (seratus per seratus) dari gaji pokok 

Pegawai Negeri Sipil golongan II/a. 

(3) Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai 

penghasilan tetap minimal kepala Desa, sekretaris 

Desa, dan perangkat Desa lainnya sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dapat dipenuhi dari sumber 

lain dalam APB Desa selain Dana Desa. 

(4) Ketentuan mengenai besaran penghasilan tetap 

kepala Desa, sekretaris Desa dan perangkat Desa 

lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur 

dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 3B 

Penghasilan tetap kepala Desa, sekretaris Desa dan 

perangkat Desa lainnya diberikan mulai bulan Januari 

2020. 

Pasal  II 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 

2020. 

 

              Agar… 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati. 

 
 

Ditetapkan di Pati 
 

pada tanggal 26 Desember 2019 
 

 

BUPATI PATI. 
 
 
           Ttd.  

 

 

                     HARYANTO 

 
 
Diundangkan di Pati 

 
pada tanggal 26 Desember 2019 

  
 

 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI, 
 
 
         Ttd.    
 
           SUHARYONO 
  
 
 
 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2019 NOMOR 12 

 

 

 

 

 

 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI, PROVINSI JAWA TENGAH 

: (12-414/2019). 
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI 

NOMOR 12 TAHUN 2019 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI  

NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG ALOKASI DANA DESA 

I. UMUM 

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas 

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 

masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan 

dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

memperlihatkan bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik 

Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga 

perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, 

dan demokratis, sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam 

melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat 

yang adil, makmur dan sejahtera. 

Pemerintah Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 

desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan 

desa dan pemberdayaan masyarakat desa memiliki wewenang, hak, 

kewajiban sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang. Untuk 

meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa perlu memperhatikan kesejahteraan kepala Desa, 

sekretaris Desa dan perangkat Desa lainnya. Sebelumnya mengenai 

penghasilan tetap bagi kepala Desa, sekretaris Desa dan perangkat Desa 

sudah diatur bahwa penghasilan tetap dianggarkan dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) yang bersumber dari Alokasi 

Dana Desa (ADD). 

II. PASAL ... 
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II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal I 

 Angka 1 

Pasal 1 

   Cukup jelas. 

 Angka 2 

  Pasal 3 

   Cukup jelas.  

 Angka 3 

Pasal 3A 

   Cukup jelas. 

  Pasal 3B 

   Cukup jelas. 

Pasal II 

 Cukup jelas. 

 

 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI NOMOR 138 

 

 


